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BUEATI BEKAST

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 7 TAHUMN 7011

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUS! DAERAH

BUPATI BEKASI,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) junclo
Feraturan FPemerintah Nomeor 68 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Femberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka terhadap instansi pelaksana
pemungutan retribusi daerah diberkan Insentif yang diberikan
sebagal penghargaan atas kineranya dalam melaksanakan
parmungutan retribusi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu mengatur {ata cara pembenan insentif
pemungutan retnbusi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang MNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Barat
{Barita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Momor 14 Tahun 1250 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomeor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 2851}

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara (Lembaran MNegara Republik |Indonesia Tahun 2004
Momor & Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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12.)

13.

14.

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daserah
dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5048)

Peraturan Pemerintah Nomoar 88 Tabhun 2010 tentang Pemberian
dan Pemanfaatan Insentf Pemungutan Fajak dan Retribusi

Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 1189);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 38 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pangealolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 1889
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Momor & Tahun 2006 tentang FPerubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Momor 4 Tahun 1989 tentang Retribusi
Pelayanan  Persampahan/®ebersinan  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 MNemeor 8)

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor § Tahun 1889
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Da:arah

Kabupatan Bakasi Tahun 1998 Nomor 2 Seri B), | F

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 1899
tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 1989 Momaor 3 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 7 Tahun 1989
tentang Eetribuzsi Pemerikzaan Alat Pemadam Kebakaran
iLembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Momor 4 Seri
B

Feraturean Daerah Kabupaten Bekasi Momor 8 Tahun 1999
tentang Reiribusi Pemakaian Kekayaan Daerah [(Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 5 Serni B);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 8 Tahun 1999
tantang Pasar Grosir dan Pertokoan  (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 1899 Nomor 6 Ser B);

FPeraturan Dasrah Kabupaten Bekasi Momor 10 Tahun 1999
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bakasi

 Tahun 1998 Nomar 7 Seri B);

FPeraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 1989
tentang Retribusi Khusus Parkir sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 25 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Peraturan Dasrah Kabupaten
Bekasi Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retnbusi Khusus Parkir
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Momor 2 Seri
B}
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Feraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 12 Tahun 1958
tentang Retribusi Penyedotan Kakus ssbagaimana lelah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabuapten Bekasi Nomor 7 Tahun
2008 tenmtang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 12 Tahun 1289 tentang Retnbusi Penyadotan
Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005 Momor
45

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 17  Tahun 1598
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 1995 Nomor 14 Seri BY,

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 18 Tahun 1989
tentang Retribusi 1zin Gangguan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 24 Tahun
2001 temtang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 18 Tahun 199% tentang Retribusi 1zin Gangguan
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 MNomor 4 Sen
B);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekazi Momor 19 Tahun 1993
tentang Retribusi |zin Trayek sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 32 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
MNomaor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi |zin Trayek Retribusi 1zin
Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1899
Nomar Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 21 Tahun 1999
tentang Retribusi Pelayanan dan Pengabuan Mayat (Lembaran
Dasrah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 18 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 4 Tahun 2001
tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 1 Seri C),

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 38  Tahun 2001
tentang Retribusi lzin Usaha Industn (Lembaran Daerah
K.abupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 1 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahun 2001
tentang Retnbusi |zin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah
k.abupaten Bekasi Tahun 2002 Momor 2 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 13  Tahun 2002
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retrbusi
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retnbusi
Felayanan Kesehatan dan Retfribusi Penyelenggaraan Sarana
Kesahatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 6 Tahun 2007
tentang Retribusi Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor &)
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Feraturan Dasrah Kabupsten Bekasi Nomor 8 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan
Sipl dan Retnbusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen
Fendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bekasi
iLembaran Dasrah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomar B,

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor © _‘ranun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasl {Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor §),

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor & Tahun _EﬂQf:'r
tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi lzin
Peranfaatan Ruang {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun

2008 Maomar 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi MNomor 7 Tahun 2008
tentang ©Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14B Tahun 2007 tentang
Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Momor 14B).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAMN

RETRIBUSI DAERAH.

BAE |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini, yang dimaksud dengan:

1

2.

Daerah adalah Kabupaten Bakasi

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemenntahan Daerah

Bupal adalah Bupati Bekasi.

Penanggung jawab pengelola keuangan daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati yang
merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah

Kordinator pengelola keuangan daerah adalah Sekretars Daerah yang merupakan
pejabat yang benindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Satuan kerja perangkat daerah pelaksana pemungutan retribusi yang selanjutnya
disebut SKFD pelaksana adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pemungutan retribusi daerah,



7. Insentif pemungutan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adaiah tambahan
penghasilan yang dibenkan sebagai penghargaan atas kinera terlentu dalam
melaksanakan pemungutan Retribusi.

8 Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemarnintah
Daerah untuk kepentingan crang pribadi atau Badan.

9 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
siubjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi yang terutang
sampai keglatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib FPajak atau Wajio
Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAE I

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2
{1} Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungut retribusi.
{2} Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada:

a. Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi

b Sekretaris Daerah Kabupaten Behkasi;

¢ pejabat dan pegawai pada SKPD pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan
tanggung jawab masing-masing;

FPagal 3

{1) SKPD pelaksana pemungut retribusi diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu

{2} Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan
pada awal triwulan berkutnya yang dihitung berdasarkan tahapan penerimaan tiap jenis
Fetribusi yang telah disetor ke kas Daerah.

(3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai. insentif untuk triwulan tersebut
dibayarkan pada awal triwulan berkutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan
yang ditentukan

i4) Dalam hal target Kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak lercapai, tidak
membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pazal 4

Kinarja tertantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pencapaian rencana
penerimaan retrivusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang dijabarkan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  Rencana pensrimaan retribusi per triwulan ditetapkan sebagai berikut:

sampai dengan iriwulan | 20% (dua puluh perseratus)
sampai dengan triwulan Il 45% (empat puluh lima perseratus)

sampai dengan triwulan Il - 70% (tujub puluh perseratus)
sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)

B R -



b. Apabila pada akhir tiwulan | realisasi mencapai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih,
insentif diberikan pada awal triwulan I1.

. Apabila pada akhir triwulan | realisasi kurang dar 20% (dua puluh perseratus), insentif
tidak diberikan pada awal triwulan 11, .

d Apabila pada akhir triwulan Il realisasi mencapai 45% {;mpat puluh 1|ma perseratus)
atau lebin, insentif diberikan untuk triwulan | yang belum dibayarkan dan triwulan I1.

e Apabila pada akhir triwulan || realisasi kurang dar 45% {empat puluh lima perseratus},
insentif urtuk triwulan |l belum dibayarkan pada awal triwulan I,

f Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus),
Inzentif tidak diberikan pada awal trivulan 1V

q. Apabila pada akhir triwulan |Il realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau
lekih, Insentif diberikan pada awal triwulan 1V,

h. Apabila pada akhir triwuian IV realisasi mencapal 100% (seratus perseratus) atau lebih,
insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

[ Apabila pada akhir tiwulan IV realisasi kurang dan 100% (seratus perseratus) tetap
lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwutan 11l dan triwulan
sebelumnya yang belum dibayarkan

BAE Il

SUMBER INSENTIF

Fazal 5

Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan
Daarah yang mengatur mangenai jenis dan besaran retribusi.

BAB IV

BESARAN INSENTIF

Pazal &

(1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) yang dihitung dan rencana
penerimaan refribusi daerah yang telah disetorkan ke kas daerah.

(2) Besaran insentif sgbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan
Faszal ¥
Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan besamya

pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati



BAB W
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN
Paszal 8
(1) Kepala SKPD pelaksana pemungut refribusi  menyusun penganggaran insentf

pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &

[ ibusi i dimaksud pada ayat (1)

21 Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dir {1
{ ]dib::lgnmp-nkkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis
belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja

retribusi,
Faszal g

Pertanggungjawaban pemberian Insentf dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Paszal 10

Pemberian insentif untuk tahun anggaran 2011 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari
2011 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011

BAE Wil
KETEMTUAMN FEMUTURF
Pazal 11

Peratiuran Bupati ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerntahkan pengundangan Peraturan Bupali ini
““dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditatapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 17 -1 ruard

{ AE BUPATIBEKASI v .




